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MOTTO 

 

“Kesuksesan adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang dilakukan secara berulang 

setiap hari.” 

(Robert Collier)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Collier, R. (1926). The secret of the ages. Robert Collier Publications. 
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ABSTRACT 

Local taxes are mandatory contributions to the local government owed by 

individuals or entities that are enforced by law, without any direct compensation, 

and are used for local government purposes to maximize the prosperity of the 

people. BPHTB (Land and Building Acquisition Tax) is a tax imposed on the 

acquisition of rights to land and buildings by individuals or entities. This tax must 

be paid upon the transfer of rights, such as through sale and purchase, 

inheritance, gift, or auction. The Acquisition of Rights to Land and Buildings 

refers to a legal act or event resulting in the acquisition of rights to land and/or 

buildings by an individual or entity. The Land and Building Acquisition Tax rate is 

generally capped at 5% of the transaction value, minus the NPOPTKP (Non-

Taxable Taxable Object Value).The objective of this fieldwork practice is to 

understand the implementation of the Regional Land and Building Acquisition 

Tax at the Regional Tax and Retribution Agency. The research method employed 

in preparing this fieldwork report is the qualitative method—a research approach 

aimed at describing or capturing social situations, phenomena, or events 

comprehensively, deeply, and as they are, without manipulation. As the agency 

responsible for the collection, supervision, and optimization of local tax 

revenues—particularly the Land and Building Acquisition Tax—the Lumajang 

Regional Tax and Retribution Agency has complied with applicable laws and 

regulations, utilizing a self-assessment system that empowers taxpayers to 

calculate and pay their own tax obligations. However, several challenges remain, 

such as taxpayers’ lack of understanding, limited data on taxable objects, and the 

potential for discrepancies between transaction values and the Taxable Object 

Acquisition Value (NPOP). 

 

Keywords: Local Tax, Land and Building Acquisition Tax, Lumajang Regional Tax 

and Retribution Agency 
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RINGKASAN 

 

Mekanisme Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di 

Kabupaten Lumajang: Ramadhani Bagus Yudho Prasetio, 230903101043; 2026; 

67 Halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.  

Laporan Tugas Akhir ini membahas Mekanisme Penetapan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Lumajang yang 

dilaksanakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan 

BPHTB diterapkan, khususnya dalam menentukan kewajaran nilai transaksi yang 

dilaporkan oleh wajib pajak. Penelitian dilakukan sebagai bagian dari Praktik Kerja 

Nyata (PKN) untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada Program 

Studi D3 Perpajakan Universitas Jember. 

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

berupa observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Data diperoleh dari 

kegiatan Praktik Kerja Nyata di BPRD Kabupaten Lumajang, didukung dengan 

informasi dari peraturan perundang-undangan, dokumen instansi, serta hasil 

wawancara dengan petugas yang menangani BPHTB. Pendekatan tersebut 

digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai mekanisme 

penetapan BPHTB yang diterapkan di Kabupaten Lumajang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRD Kabupaten Lumajang 

menerapkan self assessment system, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri BPHTB melalui aplikasi My BPHTB. Namun, sebelum pajak 

ditetapkan, petugas tetap melakukan verifikasi terhadap data yang dilaporkan untuk 

memastikan kewajaran nilai transaksi. Apabila ditemukan perbedaan yang 

signifikan antara nilai transaksi yang dilaporkan dengan harga pasar, petugas akan 

melakukan verifikasi lapangan sebagai dasar penyesuaian nilai objek pajak. 

Perhitungan BPHTB dilakukan menggunakan rumus 5% × (NPOP − 

NPOPTKP). Pada kasus nilai transaksi yang tidak wajar, hasil verifikasi lapangan 

menunjukkan adanya penyesuaian nilai objek pajak sehingga besarnya BPHTB 
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yang terutang berubah sesuai kondisi sebenarnya. Proses penetapan dilakukan 

melalui aplikasi My BPHTB mulai dari login, pemeriksaan data, penilaian 

kewajaran nilai transaksi, hingga penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), 

sehingga proses administrasi menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme 

penetapan BPHTB di Kabupaten Lumajang telah berjalan sesuai ketentuan yang 

berlaku, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan penerapan self assessment system 

karena masih diperlukan verifikasi dan penilaian oleh petugas sebelum penetapan 

pajak. Oleh karena itu, BPRD disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada 

wajib pajak agar pelaporan dilakukan sesuai kondisi sebenarnya serta menyusun 

regulasi yang lebih rinci mengenai mekanisme penetapan BPHTB agar proses 

pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 2217/DST/UN25.B2/P/2026, 

Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah 

(PAD). Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah kabupaten atau kota 

memiliki kewenangan untuk mengelola pajak daerah, BPHTB. BPHTB adalah 

pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh orang 

pribadi atau badan. Pajak ini wajib dibayar saat terjadi peralihan hak seperti jual beli, 

waris, hibah, atau lelang. 

BPRD adalah sebuah kantor pelayanan masyarakat di Lumajang yang 

menyediakan bidang Pelayanan dan Penetapan, Penagihan, Perencanaan dan 

Pengendalian Operasional, Pendataan, Penilaian dan Penetapan. Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah memberikan layanan kepada masyarakat, mulai dari orang 

pribadi, badan, instansi pemerintah hingga perusahaan swasta. Setiap tahunnya, 

BPRD mempunyai target yang berbeda di setiap bidangnya.  

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi BPHTB 2023-Per 29-1-2025 

Sumber: BPRD Kabupaten Lumajang, 2026 

Dari tabel diatas target dari BPHTB  memiliki realisasi yang melebihi target 

yang ditentukan. Alasannya adalah dikarenakan staf karyawan BPRD melakukan 

proses verifikasi terkait data yang dilaporkan oleh wajib pajak.  

Alasan penulis memilih Kabupaten Lumajang karena di Kabupaten 

Lumajang BPHTB menggunakan self assesment systtem, tetapi sistem tersebut 

tidak sepenuhnya berjalan sebagimana mestinya. Dikarenakan staf karyawan 

BPRD harus melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap data yang dilaporkan 

oleh wajib pajak yang dimana kegiatan tersebut harusnya tidak perlu dilakukan oleh 

petugas pajak jika menggunakan self assesment system. 

Tahun Target Realisasi 

2023 20.000.000.000 24.330.000.000 

2024 20.000.000.000 24.502.000.000 

Per 29-1-2025 21.000.000.000   1.200.000.000 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk 

mengetahui “bagaimana Mekanisme Penetepan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan di Kabupaten Lumajang?” 

1.3 Tujuan Praktik Kerja Nyata 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka praktik kerja nyata ini bertujuan 

untuk mengetahui mekanisme dari Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan di Kabupaten Lumajang. 

1.4  Manfaat Praktik Kerja Nyata 

Manfaat yang dapat diharapkan dari penulisan laporan ini adalah: 

1. Bagi mahasiswa, memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program D-III 

Perpajakan serta untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan 

terutama BPHTB. 

2. Bagi Universitas Jember, sebagai sarana untuk menjalin kerja sama antara 

kantor BPRD Kabupaten Lumajang dengan Universitas Jember. 

3. Bagi BPRD Kabupaten Lumajang, menjalin hubungan baik antara 

Universitas Jember dengan Kantor BPRD Kabupaten Lumajang. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah menjadi bagian 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik 

pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota yang berfungsi untuk 

membiayai berbagai kepentingan daerah seperti kegiatan pemerintah, pembangunan 

daerah, serta pelayanan kepada masyarakat seperti pembangunan insfrastruktur, fasilitas 

umum, kesehatan, pendidikan dan pelayanan masyarakat lainnya. 

Salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah BPHTB. Pajak ini dikenakan atas setiap perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi karena adanya perbuatan atau peristiwa 

hukum tertentu. Mengingat pentingnya BPHTB sebagai salah satu sumber penerimaan 

daerah, maka diperlukan pemahaman mengenai pengertian, objek, subjek, serta mekanisme 

pengenaannya. 

2.2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan 

oleh orang pribadi atau badan. Pajak ini wajib dibayar saat terjadi peralihan hak seperti jual 

beli, waris, hibah, atau lelang. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan 

atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan 

oleh orang pribadi atau badan. Tarif BPHTB umumnya maksimal 5% dari nilai transaksi 

dikurangi NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak). 

Objek BPHTB yaitu meliputi : 

1. Jual beli 

2. Tukar-menukar 

3. Hibah 

4. Hibah wasiat 

5. Waris 

6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
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7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 

8. Penunjukan pembeli dalam lelang 

9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai hukum tetap 

10. Penggabungan usaha 

11. Peleburan usaha 

12. Pemekaran usaha 

13. Hadiah 

Tarif BPHTB yang ditetapkan sebesar 5%, tetapi khusus untuk Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemisahan hak yang 

mengakibatkan peralihan, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai hukum tetap, dan 

hadiah) dikenakan tarif sebesar 1,5%. Pengenaan tarif tersebut bertujuan untuk 

memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan dasar hukum masing-

masing jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

2.3  My BPHTB 

 My BPHTB Kabupaten Lumajang merupakan aplikasi berbasis web yang 

dikembangkan oleh BPRD Kabupaten Lumajang untuk memberikan pelayanan BPHTB 

secara elektronik. Aplikasi ini digunakan untuk proses pendaftaran, penginputan data, 

verifikasi, validasi, serta pemantauan status pengajuan BPHTB secara online. 

Penerapan My BPHTB bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan pajak daerah, mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BPHTB. 

Dengan adanya sistem ini, proses administrasi BPHTB dapat dilakukan lebih cepat, mudah, 

dan terintegrasi sehingga membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 

optimalisasi penerimaan pajak daerAH.



 

21 
 

 

BAB 3. METODE PRAKTIK KERJA NYATA 

 

3.1  Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan 

 Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan di Kantor BPRD (Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah), yang beralamatkan di Jl. Cokro Sujono No.7A, Jogoyudan, Kec. 

Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 

3.1.2 Waktu pelaksanaan  

 Kegiatan Praktik Kerja Nyata di BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah), 

dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2026 – 30 April 2026 . 

Tabel 1. 2 Hari dan Jam Kerja BPRD Kabupaten Lumajang 

HARI KERJA JAM KERJA ISTIRAHAT 

Senin-Kamis 07.30-15.30 11.30-13.00 

Jum’at 08.00-16.00 11.00-13.00 

Sumber: BPRD Lumajang (2026) 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Menurut Kurniawan, (2024), jenis data yang digunakan dalam penyusunan Laporan 

Praktik Kerja Nyata yaitu sebagai berikut: 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskripsi, informasi, pendapat, atau 

penjelasan yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Data ini digunakan untuk 

memahami suatu fenomena secara mendalam melalui hasil observasi, wawancara, maupun 

dokumentasi. Sedangkan, data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka 

atau dapat diukur secara numerik sehingga dapat dianalisis menggunakan teknik statistik. 

Data ini umumnya diperoleh melalui perhitungan, pengukuran, atau data yang bersifat 

numerik. 

3.2.2 Sumber Data 

Menurut Undari Sulung1 (2024) Sumber data yang digunakan dalam Laporan 

Praktik Kerja Nyata yaitu sebagai berikut: 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber 

pertama melalui kegiatan seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau pengamatan di 

lapangan. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

berbagai sumber yang telah tersedia, seperti buku, jurnal, dokumen, laporan, arsip, 
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peraturan perundang-undangan, maupun sumber lain yang relevan dengan penelitian. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan yaitu sebagai berikut: 

A. Observasi 

Menurut Sugiyono, (2022), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek atau fenomena yang 

diteliti untuk memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

Melalui observasi, penulis dapat mengidentifikasi data perlehan hak atas tanah dan 

bangunan di lapangan yang kemudian diolah menjadi data sebagai dasar 

penyusunan hasil penelitian. 

B. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2022), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara penulis dan 

narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini 

dilakukan secara tidak terstruktur dengan Bapak Mochamad Romadhoni selaku staf 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang sehingga peneliti dapat 

menggali informasi secara lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

C. Studi Pustaka 

Menurut Sugiyono (2022), studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, 

peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. 

D. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2022), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan mempelajari dan mengumpulkan dokumen, seperti catatan, arsip, foto, 

maupun dokumen resmi.



 

23 
 

 

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum  

4.1.1 Kantor BPRD Kabupaten Lumajang 

BPRD adalah sebuah kantor pelayanan masyarakat di Lumajang yang 

menyediakan bidang Pelayanan dan Penetapan, Penagihan, Perencanaan dan 

Pengendalian Operasional, Pendataan dan Penilaian. Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah didirikan oleh pemerintah daerah Lumajang, berdiri sejak tahun 2017 hingga 

saat ini. Kantor ini bertempat di Jl. Cokro Sujono No.7A, Jogoyudan, Kec. 

Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah memberikan layanan kepada masyarakat, 

mulai dari orang pribadi, badan, instansi pemerintah hingga perusahaan swasta. 

Setiap tahunnya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai target yang berbeda 

di setiap bidangnya. Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2026 mempunyari 

target pajak daerah sebesar Rp192,9 miliar. Pajak Daerah khusunya BPHTB pada 

tahun 2025 mempunyai target sebesar Rp24,5 miliar. Badan Pajak dan retribusi 

Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang juga memiliki visi, misi, serta struktur 

organisasi yang mendukung operasional perusahaan secara optimal sebagai berikut: 

a. Tugas Organisasi 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang memiliki 

tugas membantu melaksankan pelayanan dan pengelolaan pajak daerah di 5 wilayah 

yang terdiri dari Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Candipuro, 

Kecamatan Pronojiwo, dan Kecamatan Tempursari. Selain itu Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang juga bertugas memberikan pelayanan kepada 

masyarakat maupun wajib pajak agar proses administrasi perpajakan daerah dapat 

berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Fungsi Organisasi 

1. Pelaksana pemungutan pajak dan retribusi 

2. Memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat terkait administrasi pajak 

dan retribusi. 

3. Pelaksana pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah
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c. Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Raffin A Rahman 

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPRD Kabupaten Lumajang 

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang 

 

4.2  Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten 

Lumajang 

Dalam tiga tahun terakhir target BPHTB di Lumajang semakin meningkat, 

dikarenakan setiap tahunnnya selalu melebihi target yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Metode yang digunakan oleh staf karyawan BPRD untuk melebihi target 

yang ditetapkan pemerintah adalah dengan melakukan verifikasi melalui sistem 

maupun melakukan verifikasi lapangan. Setiap wajib pajak yang melaporkan kepada 

staf karyawan, staf karyawan memeriksa kembali dengan menggunakan harga pasar 

yang berlaku di setiap daerah. Jika dalam laporan wajib pajak yang dilaporkan 

memiliki nilai yang tidak wajar dan perlu untuk verifikasi langsung ke lapangan 

maka staf karyawan akan mengajukan surat permohonan untuk verifikasi lapangan 

kepada atasan. Jika lokasi objek pajak berada di sekitar daerah kota maka staff 

karyawan cukup memverifikasi melalui sistem saja, karena sistem telah dibekali 

dengan harga pasar yang berlaku di daerah kota dengan staf karyawan.



25 

 

 

4.3 Mekanisme Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  

Mekanisme perhitungan BPHTB adalah 5% X ( NPOP – NPOPTKP ). 

NPOP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. NPOPTKP adalah Nilai Perolehan 

Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang dimana besaran dari NPOPTKP ini berbeda di 

setiap daerah. 

4.4 Perhitungan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak a t a s  Tanah dan 

bangunan  pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kasus Nilai Tidak 

Wajar 

Tabel 1. 3 Laporan Data dan Setelah Verifikasi Lapangan 

Komponen 

Data 

Data Dilaporkan Wajib 

Pajak 

Setelah Verifikasi 

Lapangan 

Luas 

Tanah/Bumi  

138 m2 138 m2 

NJOP/m2 Rp48.000,00 Rp702.000,00 

NJOP Tanah 
Rp6.624.000,00 

Rp96.876.000,00 

Harga Transaksi Rp27.600.000,00 Rp96.876.000,00 

NPOPTKP Rp80.000.000,00 Rp80.000.000,00 

NPOPKP Rp0 Rp16.876.000,00 

BPHTB Terutang Rp0 (di bawah NPOPTKP) Rp843.800,00 (5% x 

Rp16.876.000,00) 

Sumber: BPRD Kabupaten Lumajang, 2026 

BPHTB pada kasus tersebut staf karyawan Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah menemukan nilai yang tidak wajar sehingga dilakukan perhitungan ulang 

dengan metode verifikasi lapangan yaitu dengan langsung memverifikasi objek 

pajak dan menggali informasi tentang harga pasar yang ada di daerah objek pajak 

tersebut. 
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4.5 Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan 

Pajak  dan Retribusi Daerah Lumajang 

BPHTB menggunakan self assesment system, yang dimana wajib pajak 

menghitung, membayar, melaporkan sendiri pada aplikasi My BPHTB. Aplikasi 

berbasis web My BPHTB adalah alat yang digunakan oleh staf karyawan BPRD 

untuk membuat keputusan apakah yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut 

memiliki nilai yang wajar atau tidak sehingga yang nantinya akan menunjukkan 

hasil akhir dari penetapan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. 

Berikut mekanisme penetapan BPHTB di sistem berbasis web My BPHTB: 

1. Halaman Login My BPHTB 

 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Login  

(Sumber : Data diolah dari BPRD Kabupaten Lumajang,  2026) 

 

Login melalui laman https://bprd.lumajangkab.go.id:1131/login, Menggunakan 

username dan password dari peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bprd.lumajangkab.go.id:1131/login
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2. Halaman pendaftaran 
  

Peneliti memilih laporan dari wajib pajak untuk di teliti. Setelah wajib pajak 

melaporkan laporan peneliti melakukan penelitian terhadap data yang dilaporkan 

oleh wajib pajak. 

3. Tampilan Letak Objek Pajak 

 

 
Gambar 4. 4 Tampilan Letak Objek Pajak 

Sumber : Data diolah dari KKP Raffin A. Rahman,  2026 

 

Selanjutnya, melihat objek pajak untuk dilakukan pengamatan letak lokasi. 

Pengamatan ini dilakukan peneliti untuk melakukan penyesuaian berdasarkan harga 

pasar yang diketahui pada daerah objek pajak tersebut. 

 

 

Gambar 4. 3 Halaman Pendaftaran 

Sumber : Data diolah dari KKP Raffin A. Rahman,  2026 
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4. Tampilan Penilaian Oleh Sistem 
 

Peneliti fokus kepada penilaian yang dilakukan oleh sistem apakah nilai yang 

dilaporkan wajar atau tidak wajar. Sistem otomatis menggunakan nilai harga pasar 

pada setiap daerah untuk menghitung otomatis dari sistem tersebut. 

5. Tampilan Nilai yang dilaporkan 

 

 
Gambar 4. 6 Tampilan Nilai yang dilaporkan 

Sumber : Data diolah dari KKP Raffin A. Rahman,  2026 

 

Setelah melihat bahwa nilai yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak wajar maka 

peneliti melakukan verifikasi lapangan dan setelah melakukan verifikasi lapangan 

peneliti memulai perhitungan pada sistem. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Tampilan Penilaian Oleh Sistem 

Sumber : Data diolah dari KKP Raffin A. Rahman,  2026 
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6. Tampilan SSPD BPHTB 

 

 
Gambar 4. 7 Tampilan SSPD BPHTB 

Sumber : Data diolah dari KKP Raffin A. Rahman,  2026 

 

Setelah melakukan penilaian, peneliti memunculkan SSPD (Surat Setoran Pajak 

Daerah). Untuk membuat bukti hasil dari penilaian yang akan dijadikan dasar untuk 

penetapan. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Mekanisme Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

menggunakan self asessment system  yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri. Tetapi di BPHTB di Kabupaten Lumajang tidak berjalan 

sepenuhnya dikarenakan petugas pajak melakukan penilaian sebelum wajib pajak 

melakukan pembayaran. Hasilnya petugas pajak lebih lama dalam melakukan 

penetapan dan harus melakukan penilaian terhadap laporan yang dilaporkan oleh 

wajib pajak. 

5.2 Saran 

Dari hasil kegiatan magang, penulis memberi saran untuk pihak BPRD 

untuk lebih menerapkan sosialisasi atau edukasi kepada wajib pajak khususnya 

BPHTB agar lebih patuh, agar jika wajib pajak melaporkan sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya petugas bisa melakukan pemberkasan lebih cepat. Untuk saran 

kedua penulis menyarankan untuk di terbitkannya Peraturan Daerah atau Peraturan 

Bupati mengenai mekanisme penetapan di BPHTB. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata
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Lampiran 2. Surat Penerimaan Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Surat Tugas Magang 
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Lampiran 4. Daftar Kegiatan Harian (Daily Activity) Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 5. Transkrip Wawancara 

Narasumber : Mochamad Romadhoni 

 

Hari  : Jumat, 13 Maret 2026 

Tempat : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

Topik  : Mekanisme Penetapan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan    

Bangunan di Kabupaten Luamajang  
 

Rama    : Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah berkenan meluangkan 

waktu untuk saya wawancarai terkait BPHTB di Kabupaten 

Lumajang. 

Mas Dhoni : Selamat pagi, Ma. Sama-sama, silakan kalau ada yang ingin 

ditanyakan. 

Rama  : Baik Mas. Sebagai pembuka, saya ingin mengetahui terlebih 

dahulu bagaimana mekanisme penetapan BPHTB yang 

diterapkan di Kabupaten Lumajang? 

Mas Dhoni : Secara umum BPHTB di Kabupaten Lumajang menggunakan 

sistem self assessment. Artinya wajib pajak menghitung, 

membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. 

Namun sebelum ditetapkan, data yang dilaporkan tetap kami 

verifikasi untuk memastikan nilai transaksi yang dilaporkan 

sudah sesuai dan wajar. 

Rama  : Berarti meskipun menggunakan sistem self assessment, tetap 

ada pemeriksaan dari pihak BPRD ya Mas? 

Mas Dhoni : Betul. Verifikasi ini dilakukan untuk menghindari adanya 

pelaporan nilai transaksi yang terlalu rendah dibandingkan 

harga pasar yang sebenarnya. Jadi kami memastikan data 

yang masuk benar-benar sesuai kondisi di lapangan. 

Rama  : Bagaimana proses verifikasi tersebut dilakukan, Mas? 

Mas Dhoni : Awalnya kami melihat data yang masuk melalui aplikasi My 

BPHTB. Sistem akan menampilkan data objek pajak, lokasi, 

dan nilai transaksi yang dilaporkan. Dari situ kami 

membandingkan dengan data nilai pasar yang kami miliki. 
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Jika nilainya masih dianggap wajar, proses bisa langsung 

dilanjutkan. Tetapi jika terdapat perbedaan yang cukup besar, 

kami akan melakukan verifikasi lebih lanjut. 

Rama  : Kalau ditemukan nilai yang tidak wajar, apa yang dilakukan 

oleh petugas? 

Mas Dhoni : Biasanya kami melakukan verifikasi lapangan. Petugas akan 

melihat langsung lokasi objek pajak dan mencari informasi 

harga pasar di sekitar lokasi tersebut. Hasil verifikasi itu 

kemudian menjadi dasar untuk menentukan nilai yang lebih 

sesuai. 

Rama  : Apakah ada contoh kasus yang pernah ditemukan? 

Mas Dhoni : Ada. Misalnya wajib pajak melaporkan harga transaksi 

sekitar Rp27 juta, tetapi setelah dilakukan pengecekan 

ternyata nilai pasar tanah di lokasi tersebut jauh lebih tinggi. 

Setelah verifikasi lapangan, nilai yang digunakan dalam 

perhitungan BPHTB disesuaikan menjadi sekitar Rp96 juta 

sesuai kondisi pasar yang berlaku. 

Rama  : Untuk perhitungan BPHTB sendiri menggunakan rumus 

seperti apa, Mas? 

Mas Dhoni : Rumusnya adalah tarif BPHTB dikalikan dengan Nilai 

Perolehan Objek Pajak setelah dikurangi NPOPTKP. Tarif 

yang umum digunakan sebesar 5 persen sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Rama  : Dalam proses penetapan BPHTB, apa peran aplikasi My 

BPHTB? 

Mas Dhoni : Aplikasi My BPHTB sangat membantu karena seluruh data 

pengajuan masuk melalui sistem tersebut. Petugas bisa 

melihat lokasi objek pajak, data transaksi, hasil penilaian 

sistem, sampai penerbitan SSPD. Jadi prosesnya lebih cepat 

dan terdokumentasi dengan baik. 
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Rama  : Menurut Bapak, apa kendala yang paling sering ditemui 

dalam proses penetapan BPHTB? 

Mas Dhoni : Kendala yang paling sering adalah masih adanya wajib pajak 

yang melaporkan nilai transaksi tidak sesuai kondisi 

sebenarnya. Selain itu, terkadang data pendukung yang 

diunggah belum lengkap sehingga proses verifikasi 

membutuhkan waktu lebih lama. 

Rama    :     Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar proses             

         penetapan BPHTB bisa berjalan lebih efektif? 

Mas Dhoni   :     Perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak agar  

         mereka memahami cara pelaporan yang benar. Dengan begitu 

         data yang masuk lebih akurat dan proses penetapan dapat       

         berjalan lebih cepat. 

Rama    :     Baik Pak, terima kasih atas penjelasan dan informasi yang         

         telah diberikan. Informasi ini sangat membantu untuk     

         penyusunan tugas akhir saya. 

Mas Dhoni     :     Sama-sama. Semoga tugas akhirnya berjalan lancar dan   

         mendapatkan hasil yang baik. 

Rama    :     Amin. Terima kasih Mas, selamat pagi. 

Mas Dhoni   :     Selamat pagi. 
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Lampiran 6. Daftar Presensi Praktik Kerja Nyata 

 

Lampiran  1 
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Lampiran 7. Penilaian Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Dokumentasi Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 9. Dokumentasi Kegiatan Supervisi Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 10. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 11. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2024 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

Lampiran 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 
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